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TAI{LIN ANGGARAN 2012

Menimbang i a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa memenul'ri ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 20A4 Gntang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Undang'Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Unclang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

bersama Walikota Kediri telah menyempurnakan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan

Gubernur Jawa Timur Nomor 188/21.K/KPTS/01312012

Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kota Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2012;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

b.

c.



4.

5.

6.

I95ONomor45);

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan B'ebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 85 1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8,

9.



Tahun 2009

Republik Indonesia Nomor

Nomor 12 Tal,un 201I tentang Pembentukan Perattran

Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5T$;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A04 hntang Kedudukan

Protokoler dau l{euangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonror 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 (Lemloaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

4T,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7l2);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 T'ahun 2005 tentang Hibah (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a517);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taliun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu,n

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T'ahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggataan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);



mtang Pelaporan

Gcmuran Negara Republik

25, Tambahan Lembaran Negara

461a);

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Iluerintaban Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20A7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737);

22, Peraturan Pemerintal'r Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4e72);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cata

pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairirana telah dubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 T'ahun 2009 tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;

25.

26.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Anggaran 2012;

Peratrran Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Tahun 2011 tentang

Belanja Daerah Tahun

Tahun 2011 tentang

Yang Bersumber Dari

29.



31.

32,

JJ.

34.

an31.

38.

39.

35,

36.

Tahun 2006

telah diubah

Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran

Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor l0);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tEntang Urusan

Pemerintahan Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi

clan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD

Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi

rjan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor' 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

danTata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagairnana telah diubah dengan P

eraturan Daer ah Kota Kedir i No mor 4 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun

201 0- 2014;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Kota Kediri pada PT Bank Jatim'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAKEDIRI
dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAI.ITAHUN ANGGARAN 2012
Menetapkan :



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 7 72.t02.27 r.309,r2

Rp. 837.602.27 1.309,12

Rp. 65.500.000.000,00

Rp.

Rp.

Defisit

67.500.000.000,00

2.000,000.000,00

PembiaYaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 65,500.000.000,00

Rp.

Pasal2

(1) pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.101 '473'836'532,L9

b, Dana Perimbangan sejumlah Rp. 569.671'928'953,40

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 100'956'505'823,53
.

(2) pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan ;

a. Pajak Daerah sejumlah Rp' 25.044.843.709,80

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9'164't69'477,00

c, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

Plp. r.234.929.133,96

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 66.029.894.211,43

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 78.876.065.953,40

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 490'371'763'000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 424'100'000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c

terdiri dari jenis PendaPatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

sejumlah RP. 34.051.044.823,53

0,00



F:-r---- -

.171.000,00

Daerah Sejumlah

Pasal3

(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 terdiri dari I

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah P(p. 444,443.016,1|4,47

b. Belanja Langsung sejumlah Rp' 393'159'255'194'65

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja:

a, Belanja Pegawai sejumlah Rp' 402'177'257'624'47

b. Belanja Hibah sejumlah Rp' 28'635'848'563'00

c.BelanjaBantuanSosialsejumlahRp.tl'934.539.517'00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah

Desa sejumlah RP. 562'886'060,00

e.BelanjaTidakTerdugasejumlahRp'1'132'484'350'00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pacla ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp' 58'007 '839'623'60

b.BelanjaBarangdanJasasejumlahRp'127.307'049,685,40

c. Belanja Modal sejumlah Rp' 207'844'365'885'65

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp' 67'500'000'000'00

b. Pengeluaran sejumlah Rp' 2'000'000'000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada

pembiaYaan:

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

sebelumnYa (SILPA) sejumlahAnggaranSisa Lebih Perhitungan

Rp. 67.500.000.000,00.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud

pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi)

Rp. 2.000.000.000,00.

pada ayat (1) huruf

Pemerintah Daerah

b terdiri dari jems

sejumlah

(3)
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Lampiran I

Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

l,'

Daerah sebagaimana dimaksud

ilalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

dari Peraturan Daerah ini, terdiri

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daeralr,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SryD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi' Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelo laan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD akan diatur dalam Peraturan Walikota'



momerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ri€: s'r 
dcngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Dlundangkan dl Kediri

IS DAERAH

DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2O{2 NOMOR 2

Ditetapkan di Kediri


